BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 00.8.6.3/ 94 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas
dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen
perencanaan strategis, rencana kerja tahunan,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan
data kinerja dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan
reviu laporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2025;

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6970);
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4. :;c;'ntumn Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang,
¢ aporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

S, P.cratumn Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU - Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025,
dengan susunan sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab, mempunyai tugas :
l.memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
dan
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2.mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

. Ketua, mempunyai tugas :

1. mengkoordinir pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan;

2.mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi terkait
baik provinsi maupun pusat guna pengembangan
dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

3.memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

4. membuat rumusan untuk mengembangkan
pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Kabupaten Pesisir
Selatan; dan

5.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan.

Sekretaris, mempunyai tugas :

l.membantu menyiapkan bahan pembinaan/
pengarahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

2.membantu menyiapkan bahan rumusan kebijakan
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan;

3.membantu mengkoordinasikan, monitoring dan
evaluasi serta administrasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

4. mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan
rapat-rapat terkait implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
dan

S5.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan.

Anggota, mempunyai tugas :
1.menghimpun dan menganalisis bahan/data sesuai
bidangnya masing-masing;
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2, mcmpcrsinpknn

kela materi/data/bahan guna
scsun?ar-nn dan optimalnya pelaksanaan tugas
2 ai bidang masing-masing;
‘Membanty

mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem

as Kinerja Instansi Pemerintah guna
dan ecfektifitas pelaksanaan tugas
S¢suai bidang masing-masing; dan

4.melaksanakan tugas lainnya dalam rangka
Optimalisasi implementasi  Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,

Akuntabjjiy
kelancaran

KETIG
: Segala  biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2\ Januari 2025

BUPATI ISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 00.8.6.3/9y /Kpts/BPT-PS/2025
TANGOAL 2\ JANUARI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Nama-Nama Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja

Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun 2025

Instansi Pemerintah

NO. NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
1. | Sckretaris Daerah Kabupaten Pesisir Penaggung Jawab
Sclatan
2. | Asisten Administrasi Umum Ketua
3. | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Sekretaris
Daerah
4, | Inspektur Anggota
5. [Kepala Badan Perencanaan Daerah Anggota
Penelitian dan Pengembangan
6. |Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Anggota
Pendapatan dan Aset Daerah
7. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota
8. | Inspektur Pembantu I Anggota
9. [ Inspektur Pembantu II Anggota
10. | Inspektur Pembantu III Anggota
11. | Inspektur Pembantu IV Anggota
12. | Inspektur Pembantu V Anggota
13. | Kepada Bidang Perencanaan, Anggota
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah pada Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
14. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Anggota
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
15. | Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Anggota
Dinas Komunikasi dan Informatika
16. | Apri Junaidi, S.E., M.Si Anggota
(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah)
17. | Widya Hastuti, S.E, Anggota
(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah)
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18. [ Novaiie T
# T‘j\ovg Lism?yfs,g. S ] Anggota
(0 rnahs' Kebijakan Ahli Muda pada Bagian |
WJMckrcmn‘at Dacrah) —1
+ | Andri, S H, M.M. Anggota |
(gcneli}ah Teknis Kebijakan pada Bagian
5oy Banisasi Sckretariat Dacrah) e
+ | Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P Anggota |
(Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian l
| Organisasi Sckretariat Daerah)
21. | Roni Ramahdona Anggota l
(Pengadministrasi ~ Perkantoran pada
|_____| Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) ——
22. | Gusni Warnita Anggota
(Non ASN pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah)
BUPATI P
RUSM YUI{ANWAR
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